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PUTUSAN
Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.KBr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  NIK  1302081707920003,  tempat  lahir  xxxxxx,  tanggal  lahir  17

November  1992,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx

xxxxxx  xxxxx  xxxxx,  xxxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx,

xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxx  ,  xxxxxx,  xxxxx

xxxxx,  xxxxxxxxx xxxxx,  xxxxxxxx xxxxx,  selanjutnya memilih

domisili  elektronik  dengan  alamat  email

ksompong696@Gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON,  NIK 1302086505960001,  tempat lahir  xxxxxx,  tanggal  lahir  25

November  1996,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SLTA,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxx,  tempat  tinggal  di

KABUPATEN  SOLOK,  PROVINSI  SUMATERA  BARAT,

KINARI, BUKIT SUNDI, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November

2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan

register  perkara  Nomor  619/Pdt.G/2023/PA.KBr  pada  tanggal  27  November
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2023, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon  dengan dalil-

dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  5  Mei  2023,  Pemohon  dan

Termohon  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatah xxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan

Nomor: 1302081052023005, tertanggal 5 Mei 2023;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dengan  Termohon  membina

rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Galanggang Tinggi, xxxxxx

xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx,

sampai berpisah;  

3. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  belum  pernah  bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri;  

4. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  pada  awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak 20 Mei 2023 saat itu Termohon meminta

izin kepada Pemohon untuk pergi ke makam orang tua Termohon, kemudian

Pemohon menawarkan diri  untuk  menemani  Termohon namun Termohon

menolaknya,  dan  kemudian  Termohon  pergi  sendiri,  malam  harinya 

Termohon mengchat Pemohon dan mengatakan tidak mau lagi melanjutkan

hubungan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan  Termohon,  sejak  itu

Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama hingga sekarang. Bahwa

setelah 2 (dua) bulan Pemohon dengan Termohon tidak tinggal  bersama

Pemohon memulangkan Termohon ke keluarga Termohon,  dan Pemohon

pernah  mengurus  Percerai  ke  Pengadilan  namun  tidak  sampai  putusan

karena masih kurang 6 bulan;  

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran  tersebut, Pemohon

dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan

kurang dari 6 (eman) bulan  belakangan;  

6. Bahwa  pihak  keluarga  Pemohon  dan  keluarga  Termohon  pernah

berupaya untuk memperbaiki  rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

namun tidak berhasil;  
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7. Bahwa  Pemohon  berkeyakinan  rumah  tangga  yang  bahagia  dan

sejahtera  tidak  dapat  terwujud  antara  Pemohon  dan  Termohon  dan

Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon

berkesimpulan  tidak  mau lagi  untuk  melanjutkan  tali  perkawinan  dengan

Termohon,  oleh  karena  itu  Pemohon  memutuskan  akan  bercerai  dari

Termohon menurut peraturan yang berlaku;  

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  Pemohon  dalam

menyelesaikan  perkara  ini  bersedia  untuk  membayar  segala  biaya  yang

timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan

hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim

yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  untuk  menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon (PEMOHON) untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON) di  depan  sidang

Pengadilan Agama Koto Baru;  

3. Menetapkan  biaya  perkara  menurut  ketentuan  hukum  dan

perundang-undangan yang berlaku;  

Subsider :

      Atau  bilamana  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  padahal

kepada Termohon telah dipanggil  dengan resmi  dan patut,  sedangkan tidak

ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut

hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun

kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan
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tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo tidak

dapat  dilaksanakan  mediasi  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dimulai  dengan

membacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  terhadap  permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  tidak

menyampaikan  jawabannya  baik  secara  lisan  maupun  tertulis,  karena

Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil

dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan

yang  sah,  ketidakhadiran  mana  dianggap  sebagai  pelepasan  hak-hak

Termohon  untuk  menyampaikan  jawaban,  bantahan,  tuntutan  balik,  dan

pembuktian (rechtsverwerking);

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. B

ukti Surat

Fotokopi  kutipan  akta  nikah  Nomor:  1302081052023005  tanggal  05  Mei

2023  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA xxxxx  xxxxx

xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti  surat tersebut telah diberi

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

B. B

ukti Saksi

1. SAKSI 1,  tempat lahir  kinari,  tanggal  lahir  04 Juni  1981,  umur 42

tahun,  agama Islam,  pendidikan S1,  pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

tempat  tinggal  di  KABUPATEN  SOLOK,  hubungan  Saksi  dengan

Pemohon  sebagai  tetangga,  dibawah  sumpah  menerangkan  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon kecil; 

- Bahwa  hubungan  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri

sejak bulan Mei 2023;
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- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  setelah  menikah  bertempat

tinggal  di  orangtua  Termohon  di  Galanggang  Tinggi  xxxxxx  xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi,  pada  awalnya  keadaan  rumah

tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama beberapa

hari,  namun  sejak  6  (enam)  bulan  yang  lalu  antara  Pemohon  dan

Termohon sudah berpisah;

- Bahwa  Saksi  tidak  tahu  penyebab  perpisahan  Pemohon  dan

Termohon, Saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah 6

(enam) bulan lebih lamanya;

- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak

pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. SAKSI 2, tempat lahir xxxxxx, tanggal lahir 24 Oktober 1991, umur

32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxxxxx  xxxxxxx,

bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  SOLOK,  hubungan  Saksi  dengan

Pemohon  sebagai  tetangga, di  bawah  sumpahnya  telah  memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon kecil; 

- Bahwa  hubungan  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri

sejak bulan Mei 2023;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  setelah  menikah  bertempat

tinggal  di  orangtua  Termohon  di  Galanggang  Tinggi  xxxxxx  xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi,  pada  awalnya  keadaan  rumah

tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama beberapa

hari,  namun  sejak  6  (enam)  bulan  yang  lalu  antara  Pemohon  dan

Termohon sudah berpisah;

- Bahwa awalnya Termohon minta izin untuk pergi ke makam orang

tua Pemohon, namun setelah itu Termohon mengatakan sudah tidak

mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon dan ingin berpisah;
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- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah 6

(enam) bulan lebih lamanya;

- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak

pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa  Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

permohonan  Pemohon  dan  memohon  putusan  dengan  mengabulkan

permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa  tentang pemeriksaan perkara  a quo selengkapnya telah dicatat

dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan

ini,  sehingga untuk mempersingkat  putusan ini  cukup menunjuk pada berita

acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut,

akan  tetapi  tidak  datang  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai

wakilnya/kuasanya  dan  tidak  ternyata  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan

tidak melawan hukum,  maka  Termohon  yang telah  dipanggil  tersebut  harus

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya

dapat diputuskan dengan verstek;

Kewenangan Mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon

beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan

Akta Nikah Nomor 1302081052023005, tanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan

oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA xxxxx  xxxxx  xxxxxxxxx  xxxxx  Provinsi

xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka

37 Pasal  49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40

ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan

Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon
Menimbang,  bahwa Pemohon dan Termohon  adalah suami  istri  yang

menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus

hingga  saat  ini.  Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  permohonan  perceraian

diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja

meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.

Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut,  Pengadilan  berpendapat  Pemohon

memiliki  legal standing atau  rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan

hukum) untuk  mengajukan permohonan perceraian  a quo (legitima persona

standi in judicio);

Upaya Mendamaikan dan Mediasi
Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya

perdamaian  dan  mediasi,  karena  Termohon  tidak  pernah  menghadap  ke

persidangan,  oleh  karena itu  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal  31 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat

(1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

dapat terlaksana.
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Menimbang,  bahwa  dalil  permohonan  Pemohon  pada  pokoknya

Pemohon  telah  mendasarkan  permohonan  cerainya  terhadap  Termohon

dengan alasan sejak 20 Mei 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sudah  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena 

Bahwa pada tanggal  20 Mei  2023 Termohonn pamit  pergi  ke makam

orang  tua  Termohon,  dan  malamnya  Termohoan  menghubungi  tidak  mau

berumah tangga dengan Pemohon lagi;  

Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  tidak  pernah  dapat  melakukan

hubungan suami istri (qabladdukhul) 

Bahwa Termohon telah pergi  meninggalkan Pemohon sejak Mei  2023

dan tidak pernah kembali  lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon; yang

mencapai  puncaknya sehingga sejak 6 bulan Pemohon dan Termohon telah

berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  pokok  permohonan  Pemohon  alasan

perceraiannya dengan mendasarkan ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

yang  mempersyaratkan  harus  ada  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P berdasarkan maksud dari Pasal

3  ayat  (1)  huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea

Meterai jo.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

Tarif  Bea  Meterai  dan  Besarnya  Batas  Pengenaan  Harga  Nominal  yang

Dikenakan Bea Meterai.  Bahwa bukti-bukti  tersebut juga dibuat  oleh atau di

hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  dan  telah  disesuaikan

dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti

P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat

bukti  (dokumen)  di  Pengadilan,  sehingga  secara  formil  dapat  diterima  dan

dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);
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Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik

perihal  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang

untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta

Nikah  merupakan  prima  facie  evidence (bukti  utama)  terhadap  suatu

perkawinan  berdasarkan  agama  dan  perundang-undangan,  oleh  karenanya

Pengadilan  berpendapat  bahwa  hubungan  hukum  antara  Pemohon  dan

Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi

sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang,  bahwa di  persidangan selain alat  bukti  tertulis,  Pemohon

juga  telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi,  yang  telah  memberikan

keterangan  sebagaimana  tertuang  dalam  duduk  perkara  yang  akan

dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum Islam, maka saksi  keluarga Pemohon dan Termohon atau

orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana

ketentuan  Pasal  76  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dan  ditambah  dengan

Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa keterangan kedua  saksi  tersebut  saling  berkaitan

satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga

telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 R.Bg, akan tetapi keterangan yang

dikemukakan  kedua  saksi  Pemohon  tersebut  tidak  berdasarkan  atas

pengetahuannya,  melainkan  hanya  keterangan  yang  didengar  dari  cerita

Pemohon, sehingga secara materiil tidak sesuai dengan yang digariskan Pasal

285 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan

seseorang atau lazim disebut dengan testimonium de auditu tidak mempunyai

nilai pembuktian, akan tetapi Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah
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tangga  merupakan  urusan  pribadi  seseorang,  sehingga  peristiwa-peristiwa

yang  terjadi  di  dalamnya  jarang  diketahui  oleh  orang  lain  sekalipun  oleh

keluarganya  sendiri,  sebab  masalah  rumah  tangga  adalah  masalah  yang

menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu,

bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan

pertengkaran  dalam  suatu  rumah  tangga  merupakan  sesuatu  yang  harus

dirahasiakan dan tidak patut  diketahui  oleh orang lain,  dan tidak lazim pula

seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih

dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai  saksi,  baik dari

pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Pengadilan menilai adalah

logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara

langsung  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  suami  istri  tersebut.

Apalagi  untuk  mencari  saksi  yang  dapat  melihat  atau  menyaksikan  secara

nyata  apa  yang  menjadi  penyebab  ketidakharmonisan  dalam rumah tangga

tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga

dan mempunyai  nilai  apabila keterangan para saksi Pemohon tersebut yang

tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan

bagi Pengadilan, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran

Pemohon dan Termohon adalah karena pada tanggal 20 Mei 2023 Termohon

pamit  pergi  ke  makam  orang  tua  Termohon,  dan  malamnya  Termohon

menghubungi tidak mau berumah tangga dengan Pemohon lagi;  

Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  tidak  pernah  dapat  melakukan

hubungan suami istri (qabladdukhul) 

Menimbang, Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak

Mei  2023  dan  tidak  pernah  kembali  lagi  untuk  hidup  bersama  dengan

Pemohon;.  Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  pembuktian  tersebut  di  atas,

keterangan-keterangan  para  saksi  dimaksud  sepanjang  berkenaan  dengan

pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon a quo dikonstatasi sebagai

fakta hukum yang tetap;
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Menimbang,  bahwa  dari  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  Pemohon

tersebut  di  atas,  setelah  diteliti  secara  seksama  dan  mempertimbangkan

substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon,

ditemukan  fakta-fakta  yang  selanjutnya  dikonstatasi  sebagai  fakta  hukum

sebagai berikut:

 Bahwa hubungan hukum (rechtsbetrekking) Pemohon dan Termohon

adalah suami istri sah sejak 5 Mei 2023; 

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sering  berselisih  dan  bertengkar

sejak 20 Mei 2023 yang disebabkan karena awala nya Termohon izin

ingin mengunjungi makam orang tua Termohon; 

 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 Termohonn pamit pergi ke makam

orang tua Termohon, dan malamnya Termohoan menghubungi tidak mau

berumah tangga dengan Pemohon lagi;  

 Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah dapat melakukan

hubungan suami istri (qabladdukhul) 

 Bahwa  Termohon  telah  pergi  meninggalkan  Pemohon  sejak  Mei

2023  dan  tidak  pernah  kembali  lagi  untuk  hidup  bersama  dengan

Pemohon; ,  akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

tinggal sejak 6 bulan, Termohon  yang pergi meninggalkan tempat tinggal

bersama; 

 Bahwa Kedua saksi Pemohon mengetahui langsung adanya pisah

tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon; 

 Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak

pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  hukum tersebut  di  atas,  harus

dinyatakan  terbukti  bahwa  dalam  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi,  karena  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  mengakibatkan  antara   Pemohon  dan  Termohon  telah

berpisah  rumah  hingga  sekarang  dan  selama  itu  tidak  pernah  berkumpul

kembali dalam satu rumah;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  dan  batin  antara

seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  untuk  membentuk
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa  dan  tujuan  perkawinan adalah untuk  mewujudkan  rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  jo.  Pasal  3

Kompilasi  Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni

saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  jo.  Pasal  77

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  adanya  fakta-fakta  hukum  antara  Pemohon  dan

Termohon  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  mengakibatkan

telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi  dengan baik hal  ini

menunjukkan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  goyah  dan

rapuhnya ikatan lahir  batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini

tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga

dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir

dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi

dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (vide Yurisprudensi

MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap,

tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai

dari  Pemohon  tentunya  adanya  hal-hal  yang  prinsip  dan  mendasar  yang

berlangsung  lama  terjadi  selama  ini,  yang  mengakibatkan  Pemohon  tidak

sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  mempertahankan  perkawinan  seperti  yang  tejadi

dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga

pilihan  terbaik  bagi  Pemohon  maupun  Termohon  dan  demi  kemaslahatan

keduanya  untuk  menghilangkan  kemudharatan  yang  lebih  besar,  maka

Pengadilan  berpendapat  jalan  keluar  terbaik  terutama  bagi  Pemohon  dan

Termohon adalah perceraian;
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Menimbang,  bahwa  Pengadilan  perlu  mengetengahkan  doktrin  yang

dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab Al-Asybah wa

al-Nazhair,  Cetakan  Pertama,  Penerbit  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyah:  Beirut

Lebanon,  Tahun  1983  M-1403  H,  halaman  87,  yang  diambil  alih  menjadi

pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح
Artinya: 

“Mencegah  kerusakan  itu  lebih  diprioritaskan  daripada  meraih

kemaslahatan”.

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  hadir,  sedangkan  permohonan

Pemohon  beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon

telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat R.Bg;

Menimbang,  bahwa  Pengadilan  perlu  mengetengahkan  pendapat  ahli

yang diambil  alih  menjadi  pendapat  Pengadilan seperti  termuat  dalam Kitab

I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

Artinya:

“Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia

bersembunyi atau membangkang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas,

maka  Pengadilan  berpendapat  alasan  perceraian  Pemohon  tersebut  telah

memenuhi  alasan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  119  angka  (2)  huruf  (a)

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  bahwa

perceraian  yang  dilakukan  oleh  oleh  Pemohon  dan  Termohon  sebelum

berhubungan suami isteri (qabla dukhul)

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  cerai

yang diajukan oleh Pemohon yang qabla dukhul termasuk dalam perceraian

dengan talak satu ba’in shugra, yang mana Pemohon sudah tidak mempunyai
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hak rujuk lagi dengan Termohon sebagaimana penjelasan pasal 119 angka 2

huruf (a);

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009,  maka seluruh biaya perkara  ini  dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk    menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Menjatuhkan talaq satu bain sughra Pemohon  (PEMOHON) kepada

Termohon (TERMOHON);

4. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Pemohon  sebesar

Rp.149.000,00  (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Koto  Baru  pada  hari  Rabu  tanggal  13  Desember  2023

Masehi  bertepatan dengan tanggal  29 Jumadil  Awal  1445 Hijriah, oleh kami

Nidaul Husni,  S.H.I.,  M.H, sebagai  Ketua Majelis,  Yulis Edward,  S.H.I dan

Asmeilia, S.H.I, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk  umum dan  disampaikan  kepada  para  pihak  melalui  Sistem Informasi

Pengadilan pada hari  Kamis Tanggal  14 Desember 2023 Masehi  bertepatan

dengan  tanggal  1  Jumadil  Akhir  1445  Hijriah,  Yessi  Laswita,  S.E.,  M.H.

sebagai  Panitera Pengganti,  dan  Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya

Termohon ;

Ketua Majelis,

Nidaul Husni, S.H.I., M.H  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Yulis Edward, S.H.I  Asmeilia, S.H.I  

Panitera Pengganti,

Yessi Laswita, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp60.000,00

2. Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp29.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

   Jumlah : Rp149.000,00 

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
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